
ISSN:3031-3422 

Sumenep, 5-6 Desember 2023 

 

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEJABAT TINGGI MILITER YANG MELAKUKAN 

TINDAK PIDANA KORUPSI 

 
Putri Rahayu, Abshoril Fithry

2*
  

*1
Universitas Wiraraja, Madura 

 

abshorilfithry@wiraraja.ac.id 

 

 

ABSTRAK 
 
Dalam Undang-Undang nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilam Militer ada beberapa 

ketentuan yang suda tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, sehingga perlu 

dilakukan perubahan, salah satunya mengenai yurisdiksi Peradilan Militer terhadap oknum 

anggota TNI yang melakukan tindak pidana korupsi. Undang-undang peradilan militer saat ini 

mengatur bahwa peradilan berwenang mengadili anggota TNI yang melakukan tindak pidana 

militer saja sebagaimana yang telah diatur dalam KUHPM, tetapi tidak untuk tindak pidana 

yang tidak diatur dalam KUHPM, salah satu contohnya adalah peradilan militer mengadili 

tindak pidana korupsi yang dilakukan ole oknum anggota TNI. Perumusan masalah dari artikel 

ini adalah bagaimana tindak pidana yang dilakukan korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Militer 

dan bagaimana penanganan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan di Lingkungan Militer. 

Adapum tujuan dari penulisan proposal ini ialah untuk mengetahui dan mendapatkan solusi dari 

rumusan masalah tersebut. Metode penelitian dalam penulisan artikel ini ialah normatif dengan 

menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan beberapa sumber bahan hukum primer 

dan sekunder, serta penelusuran bahan hukum melalui perundang-undangan dan literatur 

lainnya. 

 

Kata kunci : korupsi, peradilan militer, TNI 

 

ABSTRACT 

 
In law number 31 of 1997 concerning Military Justice, there are several provisions that are no 

longer in accordance with developments in society, so changes need to be made, one of which is 

regarding the jurisdiction of military justice over individual members of the TNI who commit 

criminal acts of corruption. The current military justice law regulates that the judiciary has the 

authority to try members of the TNI who commit military crimes only as regulated in the 

KUHPM, but not for crimes which are not regulated in the KUHPM, one example is the 

military court trying criminal acts of corruption committed by unscrupulous members of the 

TNI. The problem formulation of this proposal is how criminal acts of corruption are committed 

by Military Officials and how Corruption Crimes carried out in the Military Environment are 

handled. The purpose of writing this proposal is to find out and get a solution to the problem 

formulation. The research method in writing this proposal is normative using a statutory 

approach with several sources of primary and secondary legal materials, as well as tracing 

legal materials through legislation and other literature. 
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PENDAHULUAN  

 Hukum Pidana Militer merupakan hukum pidana khususkarena memiliki ciri-ciri khusus 

yang berbeda dengan hukum pidana umum. Hukum pidana khusus merupakan hukum yang dibuat 

untuk beberapa subjek hukum khusus atau untuk beberapa peristiwa tertentu, oleh sebab itu hukum 

pidana khusus memuat ketentuan dan asas yang hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum tertentu. 
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Dengan kata lain, kriteria hukum pidana khusus adalah subyeknya atau pelakunya dan perbuatannya 

khusus (Bambang Tri Bawono, SH & Anis Mashdurohatun, SH., 2011). Berdasarkan kriteria 

tersebu lt, maka Hulku lm Pidana Militer termasu lk kedalam hu lkulm pidana khu lsuls yaitu l hulkulm pidana 

yang su lbjek hulkulmnya tertentu l ataul perbulatannya tertentu l yang hanya dapat dilaku lkan oleh su lbjek 

hu lkulm tertentu l. 

Suldah sangat jelas dalam U Lndang-ULndang Nomor 31 Tahu ln 1997 tentang Peradilan Militer 

bahwa Pengadilan dalam lingku lngan peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang 

dilaku lkan oleh seseorang yang pada waktu l melaku lkan tindak pidana adalah anggota TNI. Hal ini 

dimaksu ldkan agar penegakan hu lkulm dan keadilan dalam lingku lngan militer sesu lai dengan apa 

yang dikehendaki oleh U Lndang-ULndang Nomor 48 Tahu ln 2009 tentang Keku lasaan Kehakiman agar 

diselenggarakan peradilan gu lna menegakan hu lkulm dan keadilan berdasarkan Pancasila demi 

terselenggaranya negara hu lku lm Repulblik Indonesia. 

Penyelenggaraan keku lasaan kehakiman tersebu lt diserahkan kepada badan-badan peradilan 

dan ditetapkan dengan u lndang-ulndang dengan tu lgas pokok u lntu lk menerima, memeriksa dan 

mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diaju lkan. Akan tetapi, dalam U Lndang-ULndang 

Nomor 31 Tahu ln 1997 tentang Peradilan Militer ini ada beberapa ketentu lan yang su ldah tidak sesu lai 

dengan perkembangan kehidu lpan masyarakat, sehingga perlu l dilakulkan perulbahan, salah satu lnya 

mengenai yu lrisdiksi peradilan militer terhadap oknu lm anggota TNIL yang melaku lkan ti lndak pi ldana 

korulpsi l. ULndangULndang Peradi llan Mi lli ltersaat i lni l mengatu lr bahwa peradi llan berwenang mengadi lli l 

anggota TNIL yang melaku lkan ti lndak pi ldana mi lli lter saja sebagai lmana yang telah di latu lr dalam 

KULHPM, tetapi l ti ldak ulntu lk ti lndak pi ldana yang ti ldak di latu lr dalam KULHPM. Akan dalam praktek 

peradi llan mi lli lter ju lga mengadi lli l ti lndak pi ldana yang ti ldak di latu lr dalam KULHPM, salah satul 

contohnya adalah Peradi llan Mi llilter mengadi lli l ti lndak pi ldana korulpsi l yang di llakulkan oleh oknu lm 

anggota TNIL. Pasal yang dilgu lnakan dalam mengadi lli l adalah pasal dalam ULndang-ULndang Nomor 

31 Tahu ln 1999 sebagai lmana telah di lulbah dengan ULndangULndang Nomor 20 Tahu ln 2001 tentang 

Perulbahan Atas ULndang-ULndang Nomor 31 Tahu ln 1999 tentang Pemberantasan Ti lndak Pi ldana 

Koru lpsi l. 

Hal i lni l dapat di lmaklu lmi l mengi lngat ti lndak pi ldana korulpsi l yang di llakulkan oleh oknu lm TNIL 

tersebu lt terkai lt sesu latu l yang dalam li lngkulngan mi llilter dan negara meru lpakan rahasi la dan terkai lt 

pertahanan keamanan negara. Sebagai lmana di lsebultkan dalam salah satu l pasal pada ULndang-

ULndang Peradi llan Mi lli lter bahwa Peradi llan Mi lli lter meru lpakan pelaksana keku lasaan kehaki lman di l 

li lngku lngan Angkatan Bersenjata u lntu lk menegakkan hu lkulm dan keadi llan dengan memperhati lkan 

kepenti lngan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Arti lnya aspek Pertahanan dan 

keamanan negara menjadi l salah satu l prilori ltas perti lmbangan, maka akan lebi lh bai lk ji lka terkai lt i lni l 

segera di llakulkan revi lsi l ulndang-ulndang di lli lngkulngan mi lli lter, tetapi l perulbahan u lndangulndang i lni l 

tak kulnju lng selesai l ataul terwu ljuld sampai l saat i lni l.  

Penanganan kasu ls korulpsi l yang di llaku lkan praju lri lt TNIL di ltangani l oleh peradi llan Mi lli lter, 

akan tetapi l penanganan kasu ls korulpsi l yang di llakulkan oleh praju lri lt TNIL bersama-sama masyarakat 

si lpi ll di ltangani l melalu li l si ldang koneksi ltas, si ldang koneksi ltas di latu lr di ldalam ULndang-ULndang Nomor 

8 Tahu ln 1981 tentabg Hulku lm Acara Pi ldana (KULHAP). Mekani lsme pelmelri lksaan konelksi ltas ju lga 

di latu lr di ldalam ULndang-ULndang Nomor 31 Tahu ln 1997 te lntang Pelradi llan Mi lli ltelr, Pelradi llan 

konelksi ltas yang belrtulgas u lntu lk melngadi lli l apabi lla telrjadi l sulatu l ti lndak pi ldana yang di llakulkan 

belrsama-sama olelh si lpi ll dan praju leli lt TNIL bai lk ti lndak pi ldana u lmulm maulpuln ti lndak pi ldana khu lsuls 

selpelti l korulpsi l.  

Melski l tellah ada atu lran yang me lngatu lr, masi lh telrdapat ti ldak kelselsulai lan, di lkarelnakan 

belrdasarkan Pasal 89 KU LHAP bahwa apabi lla telrjadil ti lndak pi ldana yang sama-sama di llakulkan olelh 

oknu lm milli ltelr dan oknu lm silpi ll maka melrelka di ladi lli l dalam li lngkulp pelradi llan ulmu lm, kelculali l ada 

pelrseltuljulan Melntelri l Pelrtahanan dan Ke lamanan dan Me lntelri l Kelhaki lman haruls di ladi lli l dalam 

li lngku lngan pelradi llan mi lli ltelr (Indonesia, 1981). Belrdasarkan latar be llakang di l atas, maka dapat 

di lrulmulskan belbelrapa pelrmasalahan yang akan di l bahas dalam pelnelli lti lan i lni l yai ltul bagai lmana ti lndak 
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pi ldana koru lpsi l yang di llakulkan olelh pe ljabar mi lli ltelr dan bagai lmana pelnanganan ti lndak pi ldana 

korulpsi l yang di llakulkan di l li lngku lngan mi lli ltelr. 

 

MELTODEL PELNELLILTILAN  

Karelna si lfat pelnelli lti lan yang normati lf dan pelnelrapan meltodel konselptulal dan hulkulm, 

meltodologi l yang di lgulnakan dalam pelnelli lti lan i lni l belrfokuls pada li lma telma ultama. Dalam pelnelli lti lan 

i lni l, bahan hulkulm dilkulmpullkan dari l dula sulmbelr: bahan hulkulm pri lmelr, yai ltul ulndang-ulndang; dan 

bahan hulkulm selkulndelr, yang dapat di ltelmulkan di l telmpat lai ln ji lka sulmbelr pri lmelr ti ldak telrseldi la. 

Bu lkul-bulkul, arti lkell, julrnal, dan i lntelrnelt melrulpakan sulmbelr ultama bahan hulkulm selkulndelr. 

Pelngulmpullan dan pelngolahan bahan hulkulm di llakulkan seltellah melne lmulkan sulmbelr bahan telrse lbult. 

Pelnulli ls mellakulkan ti lnjaulan pulstaka yang melli lpulti l belbelrapa langkah, selpelrti l melngu lmpullkan, 

melngorgani lsi lr, melngklasi lfi lkasi lkan, dan melngelvalulasi l sulmbelr-sulmbelr i lnformasi l hulkulm. 

 

HASILL DAN PE LMBAHASAN 

A. Ti lndak Pi ldana Koru lpsi l Yang Di llakulkan olelh Peljabat Mi lli ltelr 

 Selbagai l selorang praju lri lt TNIL yang telrlati lh dan di lpelrselnjatai l, melndapatkan kelwelnangan 

melmpelrtahankan Nelgara Kelsatu lan RIL, selmula i ltul di lbelri lkan belrdasarkan u lndang-ulndang. Namu ln 

ji lka praju lri lt TNIL me llaku lkan pellanggaran hu lkulm pi ldana mi lli ltelr selsulai l delngan KULHPM akan 

di ladi lli l di l Pelradi llan Mi lli ltelr selsulai l delngan ULUL No. 31 Tahu ln 1997 telntang Pe lradi llan Mi lli ltelr, 

namu ln anelhnya selkelti lka praju lri lt TNIL mellakulkan tilndak pi ldana korulpsi l teltap ju lga di l adi lli l dil 

pelradi llan mi lli ltelr.  

Asas Kelpelnti lngan Mi lli ltelr (Milli ltary Nelce lssi lty) selri lng di lgulnakan dalam hu lkulm hulmaniltelr 

yang kelmuldi lan di ladopsi l nelgara ki lta dalam hal i lni l TNIL ulntu lk mellaksanakan tu lgas pokoknya dan 

tulgas pe lmbi lnaan pelrsoni ll, asas i lni l dalam hulkulm hu lmaniltelr melngandulng pelngelrtilan bahwa 

sulatu l pi lhak yang belrselngkelta (billli lgelrelnt) melmpu lnyai l hak u lntu lk mellaku lkan selti lap ti lndakan 

yang dapat melngaki lbatkan kelbelrhasi llan su latu l opelrasi l mi lli ltelr dan selkali lguls ti ldak mellanggar 

hulkulm pelrang delngan melmpelrhati lkan prilnsi lp-pri lnsi lp : pelmbatasan dan proposi lonal.  

Praju lri lt Telntara Nasi lonal ILndonelsi la (TNIL) dalam hal ke ldu ldulkannya di l delpan hulku lm, 

melrulpakan warga nelgara ILndonelsi la yang tu lndulk dan patu lh pada hu lkulm selrta sangat me lmelgang 

telgulh keldi lsi lpli lnan, patu lh kelpada atasan, selti la kelpada Ne lgara Kelsatu lan Re lpulbli lk ILndonelsi la 

(NKRIL) yang belrdasarkan Pancasi lla dan ULndang–ULndang Dasar 1945. TNIL tulndulk kelpada 

atu lran hulkulm bai lk selcara u lmulm ataulpuln khu lsuls, bai lk dalam rulang li lngku lp nasi lonal maulpuln 

ILntelrnasi lonal, TNIL bahkan tu lndulk kelpada hulkulm yang di lbelrlakulkan khulsuls hanya u lntu lk TNIL. 

Anggota TNIL selbagai l warga ne lgara ILndonelsi la tu lndu lk pada kelteltapan dan ke ltelntu lan Hulku lm 

Pildana Mi lli ltelr dan Hu lku lm Acara Pi ldana Mi lli ltelr yang su ldah di latu lr dalam U Lndang–ULndang 

Nomor 31 Tahuln 1997 telntang Pelradi llan Milli ltelr.  

Haki lkat pelrtanggulngjawaban pi ldana bagi l selorang mi lli ltelr, pada dasarnya le lbi lh melrulpakan 

sulatu l ti lndakan pelnjelraan atau l pe lmbalasan sellama te lrpildana akan di lakti lfkan kelmbali l dalam 

di lnas mi lli ltelr seltellah sellelsai l melnjalani l pi ldana. Selorang mi lli ltelr (elks narapi ldana) yang akan 

kelmbali l akti lf telrselbult haru ls melnjadil selorang mi lli ltelr. Pelrtanggulngjawaban pi ldana bagi l anggota 

mi lliltelr telrmaksuld, melru lpakan hal pe lmbelrlaku lan ti lndak pi ldana yang dapat di lsellelsai lkan lelwat 

pelradi llan mi lli ltelr (Indonesia, 1997).  

Seldangkan melngelnai l hulkulman di lsi lpliln mi lli ltelr melrulpakan ti lndakan pelndi ldi lkan bagi l se lorang 

mi lliltelr yang di ljatulhi l hulku lman belrtuljulan selbagai l ti lndakan pelmbi lnaan (dilsi lpli ln) mi lliltelr. Adapu ln 

pi ldana mi lli ltelr lelbi lh me lrulpakan gabulngan antara pe lndi ldi lkan mi lli ltelr dan pe lnjelraan, sellama 

telrpildana ti ldak di lpelcat dari l di lnas milli ltelr. Pelrtanggu lngjawaban (li labi lli lty) pi ldana melrulpakan 

pelrwuljuldan daril konselkulelnsi l pelrbulatan akan Ti lndak Pi ldana yang tellah di lpelrbulat ataul 

di llakulkan, khulsulsnya pe lrtanggu lngjawaban pi ldana atas Ti lndak Pildana Grati lfi lkasi l olelh selorang 

anggota mi lli ltelr. 
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 Melngi lngat kelanggotaan mi lliltelr melmi lli lki l atu lran ataul pelnelrapan hulku lm selsulai l delngan 

kelbultulhan anggota mi lli ltelr, dalam Pasal 2 KULHPM melnjellaskan bahwa bagi l orang-orang yang 

tulndulk dalam rulang li lngku lp KULHPM, apabi lla ti ldak di latu lr dalam KULHPM, maka be lrlakullah 

pi ldana ulmulm, dan kelte lntu lankeltelelntu lan lailn yang di latu lr olelh ULndangULndang yang be lrlakul di l 

ILndonelsi la. Sellanju ltnya se lbagai lmana pelnjellasan ulnsu lr yang tellah telrtulli ls dalam Pasal 12 B 

melngi lntelrpre ltasilkan bahwa anggota mi lli ltelr adalah se lbagai l pelnye llelnggara ne lgara yang 

mellaksanakan tu lgas, fulngsi l, dan welwelnangnya dalam keltahanan nelgara ILndonelsi la.  

Telrmaksuld dalam hal pe lnelrapan lamanya sanksi l hulkulman pelmi ldanaan pelnjara dan pi ldana 

delnda, dalam hal i lni l belrlaku llah asas konkordansi l (kelseltaraan) delngan su lbjelk hulkulm lailnnya 

yang belrtanggulngjawab atas pe lrbulatan Ti lndak Pi ldana Grati lfi lkasi l yang te llah di llakulkannya 

melnulrult ULndang-ULndang Nomor 31 Tahu ln 1999 se lbagai lmana tellah di lulbah dan di ltambah 

melnjadil ULndang-ULndang Nomor 20 Tahuln 2001 Telntang Pelmbelrantasan Ti lndak Pi ldana 

Korulpsi l.  

 

B. Pe lnanganan Tilndak Pildana Koru lpsi l yang dillakulkan dil Li lngkulngan Mi lli ltelr  

Pelrulndang-ulndangan yang me lnjadil landasan hu lkulm telrkai lt kelbelradaan le lmbaga komi lsi l 

pelmbelrantasan ti lndak pi ldana korulpsi l (KPK) yai ltu l ULndang-ULndang Nomor 30 Tahu ln 2002 

Telntang Komi lsi l Pelmbelrantasan Ti lndak Pi ldana Koru lpsi l (KPK) yang se lcara su lbstansi lonal 

melngatu lr kelwelnangan, tu lgas dan fulngsi l KPK dalam pelmbelrantasan ti lndak pi ldana korulpsi l di l 

i lndonelsi la. Li lngkulp kelwelnangan dan fulngsi l yang di lelmban KPK, melrulpakan le lgi lti lmasil hulkulm 

atas nama kelkulasaan ne lgara, selpelrtil halnya li lngku lp kelwelnangan admi lni lstrasi l nelgara yang 

di lbelri lkan pe lranan kelpada bi ldang kelku lasaan elkselku lti lf, bi ldang kelkulasaan yu ldi lkati lf, selrta bi ldang 

kelkulasaan lelgi lslati lf yang se lcara u lmulm kelsellulrulhan su lmbelrdaya pelnyellelnggaraan admi lni lstrasi l 

keltatanelgaraan maulpuln admi lni lstrasi l keltata pelmelri lntahan telrselbu lt lazilm di lselbult selbagai l 

aparatu lr Nelgara (Ardiansyah, 2020). 

Kelwelnangan pelnyi ldi lkan yang di llakulkan KPK dalam pe lmbelrantasan ti lndak pi ldana korulpsil 

pelngadaan Alu ltsi lsta khu lsulsnya yang di llakulkan olelh praju lri lt Angkatan Belrselnjata. Dalam hal 

i lni l, tilndak pi ldana korulpsi l pelngadaan alu ltsi lsta yang te lrjadi l di l ILndonelsi la yang me lli lbatkan Praju lri lt 

TNIL/Oknulm Mi lli ltelr belrsama-sama delngan masyarakat si lpi ll yai ltul pada pelrkara koru lpsi l ranah 

mi lliltelr yang di llakulkan pe lrwi lra akti lf TNIL yakni l pelrkara telrpildana Brilgadi lr Jelndelral TNIL 

(Pulrnawilrawan) Telddy Helrnayadi l saat melnjabat selbagai l Kelpala Bi ldang Pe llaksanaan 

Pelmbi layaan Kelmelntrilan Pe lrtahanan di l Kelme lntrilan Pelrtahanan (Kelme lnhan) pada tahu ln 2010-

2014. Fachril adalah mantan pe ljabat pe lmbu lat komi ltmeln ataul kelpala staf pelngadaan TNIL AUL 

pada tahuln 2016-2017 tellah mellakulkan kontrak langsu lng delngan produ lseln pelngadaan 

Helli lkoptelr AW101 selni llai l Rp 514 milli lar. Pada bu llan Felbularil 2016, seltellah me lnandatangani l 

kontrak delngan TNIL AUL PT. Di lratama Jaya melnai lkan ni llail julalnya melnjadil Rp. 738 milli lar. 

Dalam pelrkara koru lpsi l yang melli lbatkan telrsangka dalam li lngku lp pelradi llan ulmulm dan 

pelradi llan mi lli ltelr, di latu lr dalam ULndang-ULndang Nomor 8 Tahu ln 1981 telntang Hu lkulm Acara 

Pildana (KULHAP). Melkani lsmel pelmelri lksaan konelksi ltas ju lga di latu lr di l dalam ULndang-ULndang 

Nomor 31 Tahu ln 1997 telntang Pelradi llan Mi lli ltelr (ULUL Pelradi llan Mi lli ltelr). Adapu ln pelngatu lran 

melkani lsmel konelksi ltas dalam KULHAP maulpuln ULUL Pelradi llan Mi lli ltelr salah satu l proseldulr 

pelnanganan ti lndak pi ldana koru lpsi l yang melli lbatkan te lrsangka yang masu lk rulang li lngkulp 

pelradi llan u lmulm dan pelradi llan mi lli ltelr adalah di lbelntu lknya ti lm teltap (Pakpahan et al., 2021). 

Namu ln, telrdapat pelme lri lksaan pelrkara ti lndak pi ldana korulpsi l yang melli lbatkan masyarakat si lpi ll 

dan anggota mi lli ltelr. 

Acara pelmelri lksaan kone lksi ltas ataul pelradi llan konelksi ltas melrulpakan me lkani lsmel yang 

di ltelrapkan telrhadap ti lndak pi ldana di l mana telrdapat pelnye lrtaan bai lk tu lrult selrta (delellnelmi lng) 

ataul selcara belrsama-sama (madel dade lr) yang melli lbatkan pellakul orang si lpi ll dan pellakul orang 

yang belrstatu ls selbagai l mi lli ltelr. Dalam hal i lni l julga belrlakul pada pe lnanganan pe lrkara konelksi ltas 

ti lndak pi ldana korulpsi l. Adapu ln pelnanganan ti lndak pi ldana yang di lpelri lksa me llaluli l konelksi ltas 
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di latu lr di lantaranya di l dalam ULndang-ULndang Nomor 5 Tahu ln 1950, ULndang-ULndang Nomor 14 

Tahuln 1970, Su lrat Kelpultulsan Belrsama Me lntelri l Kelhaki lman, Melnhankam/Pangab, Ke ltula 

Mahkamah Agu lng, Jaksa Agu lng, ULndang-ULndang Nomor 3 Tahu ln 1975, ULndang-u lndang 

Nomor 8 Tahu ln 1981 te lntang Hulkulm Acara Pi ldana, ULndang-ULndang Nomor 31 Tahu ln 1997 

telntang Pelradi llan Mi lli ltelr, ULndang-ULndang Nomor 16 Nomor 2004 te lntang Keljaksaan, ULndang-

ULndang Nomor 48 Tahu ln 2009 telntang Kelku lasaan Ke lhaki lman. Dalam KULHAP pelmelri lksaan 

konelksi ltas di latu lr di l dalam Bab XIL telntang kone lksi ltas telpatnya pada Pasal 89, 90, 91, 92, 93 

selrta 94. 

Dalam pasal-pasal te lrselbult di latu lr bahwa ti lndak pi ldana yang di llakulkan belrsamasama olelh 

melrelka yang te lrmasulk li lngkulngan pelradi llan ulmulm dan li lngkulngan pe lradi llan mi lli ltelr di lpelri lksa 

dan di ladi lli l dalam li lngku lngan pelradi llan ulmulm kelcu lali l melnulrult Kelpultulsan Me lntelri l Pelrtahanan 

dan Kelamanan (Me lnhankam) delngan pelrseltuljulan Melntelri l Kelhaki lman (Melnkelh) pelrkara i ltu l 

haruls di lpelri lksa dan di ladi lli l olelh pelngadi llan mi lli ltelr. Sellanjultnya pelnyi ldi lkan pelrkara pi ldana 

telrselbult di llakulkan olelh su latu l tilm teltap yang dilbelntu lk delngan su lrat kelpultulsan belrsama 

Melnhankam dan Melnkelh yang te lrdilri l daril pelnyi ldi lk pelradi llan u lmulm, poli lsi l mi lliltelr dan odi ltulr 

mi lliltelr (Otmi ll) atau l odi ltu lr mi lli ltelr ti lnggi l (Otmi llti l) selsulai l delngan welwelnang me lrelka dan hu lkulm 

yang belrlakul u lntu lk pelnyi ldi lkan pelrkara pi ldana. 

 Dalam hal su latu l pelrkara ti ldak di llakulkan spli ltsi lng, maka pelnyi ldi lkan konelksi ltas akan 

belrlanju lt pada pelnulntu ltan dan pe lmelri lksaan pelrsildangan selsulai l delngan pelratu lran melkani lsme l 

konelksi ltas yang ada di l dalam pelratu lran pelru lndang-ulndangan. Adapu ln dalam prosels 

pelnanganan korulpsi l ku lrang lelbi lh alu lrnya sama de lngan yang di latu lr di l dalam pelratu lran 

pelrulndang-ulndangan di l atas. Sellailn belrlakul pelratu lran pelrulndang-ulndangan dil atas belrlakul julga 

ulndang-ulndang ti lndak pi ldana korulpsi l lailnnya mi lsalnya ULndang-ULndang Nomor 31 Tahu ln 1999 

jo. ULndang-ULndang Nomor 20 Tahu ln 2001 telntang Ti lndak Pelmbelrantasan Ti lndak Pi ldana 

Korulpsi l (ULUL Ti lpilkor), ULndangULndang Nomor 30 Tahu ln 2002 telntang Komi lsi l Pelmbelrantasan 

Ti lndak Pi ldana Korulpsi l (ULUL KPK) dan ULndang-ULndang 46 Tahu ln 2009 te lntang Pelngadi llan 

Ti lndak Pildana Korulpsi l. Se lhi lngga dalam hal i lni l apabi lla telrdapat kasu ls korulpsi l selbagai lmana 

yang di lmaksuld Pasal 11 U LUL KPK dan mellilbatkan pellakul masyarakat si lpi ll dan anggota mi lli ltelr 

maka pelmelri lksaannya se llailn melli lbatkan ulnsulr peljabat yang me lnangani l pelrkara yang be lrasal 

daril mi lliltelr, dalam pelrkara te lrse lbult ju lga melli lbatkan anggota KPK. KPK julga melmi lli lkil 

kelwelnangan melngkoordi lnasi lkan ataul melngelndali lkan pelnanganan pelrkara ti lndak pi ldana korulpsi l 

selbagai lmana yang di latu lr di l dalam Pasal 42 KPK.  

Korulpsi l di lselbult selbagai l keljahatan yang su lli lt telrselntu lh (ilnvi lsi lblel crilmel) selhi lngga dalam hal 

i lni l pelmbelrantasannya me lmelrlulkan kelbi ljakan poli lti lk yang je llas dan telgas (Dewi, 2023). Ti lndak 

pi ldana korulpsi l bulkan lagi l di lkatakan selbagai l ke ljahatan elxtraordi lnary cri lmel mellailnkan telrdapat 

pelrgelselra paradi lgma kel arah crilmi lnal agai lnst hu lmanilty. Hal i lni llah yang me lnjadil dasar 

di lbelntu lknya KPK. KPK dilbelntu lk mellaluli l amanat Pasal 43 U Lndang-ULndang Nomor 30 Tahu ln 

1999 jo. ULndang-ULndang Nomor 20 Tahu ln 2001. Pada kasu ls sildang prapelradi llan kasu ls 

Helli lkoptelr AW 101, haki lm melnolak pelrmohonan prapelradi llan daril salah satu l telrsangka yakni l 

Di lrelktu lr PT. Di lrgantara Jaya Mandi lri l, ILrfan Salelh dalam kasu ls dulgaan Helli lkoptelr AW 101. 

Haki lm melnyatakan bahwa dalam kasu ls telrselbu lt KPK te llah selsulai l delngan bu lkti l pelrmullaan 

culkulp yang selbagai lmana di latu lr di l dalam pultulsan Mahkamah Konsti ltulsi l. Haki lm melndasarkan 

pada Pasal 42 ULUL KPK yang me lnyatakan bahwa KPK be lrwelnang melngkoordi lnasi lkan dan 

melngelndali lkan pelnye lli ldi lkan, pelnyi ldi lkan dan pelnulntu ltan ti lndak pi ldana korulpsi l yang di llakulkan 

belrsamasama olelh orang yang tulndulk pada pelradi llan milli ltelr dan pelradi llan u lmulm. Selhi lngga 

dalam hal i lni l, KPK dapat me lneltapkan telrsangka tanpa adanya pe lmbelntulkan ti lm konelksi ltas 

yang di ldasarkan pada SKB Me lnhankam dan Melnkelh. 

 Hal i lni l seljalan delngan tu lgas dan welwelnang KPK yang te lrdapat pada Pasal 6 hulrulf a ULUL 

KPK23 dan Pasal 7 U LUL KPK.24 Hal i lni l melrulpakan i lmpli lkasi l bahwa KPK se lbagai l lelmbaga 

i lndelpelndeln dan belbas dari l pelngarulh kelkulasaan manapu ln selhi lngga dalam hal ilni l KPK dapat 
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melngelsampi lngkan adanya SKB Me lnhankam dan Me lnkelh telrkai lt pelmbelntulkan ti lm teltap. Sellailn 

i ltul, KPK ju lga melru lpakan le lmbaga sulpelrbody dalam pelnanganan ti lndak pi ldana korulpsi l.26 

Telrmasulk we lwelnang pe lnyi ldi lkan maulpuln welwelnang pelneltapan telrsangka yang tu lndulk pada 

hulkulm pelradi llan ulmulm pada pelmelri lksaan acara kone lksi ltas. Melski lpuln delmi lki lan, KPK teltap 

haruls melmpelrhati lkan keltelntu lan di l dalam KULHAP, bahwa dalam hal pe lneltapan telrsangka 

di llakulkan seltellah pelnyi ldi lk belrhasi ll melngu lmpu llkan selkulrangkulrangnya du la alat bu lkti l dan tellah 

belrhasi ll melmbu lat telrang ti lndak pi ldana yang telrjadi l. 

 Melski lpuln ti ldak di lbe lntu lk ti lm konelksi ltas akan te ltapil apabi lla su ldah telrdapat bu lkti l pelrmullaan 

yang cu lkulp selbagai lmana keltelntu lan yang te lrdapat dalam pe lratu lran pelrulndangu lndangan/dalam 

pultulsan MK nomor 21/PU LULXILIL/2014 selselorang su ldah dapat di lteltapkan se lbagai l telrsangka 

(permenkes 9 tahun 2014, 2014). Dalam hal prapelradi llan di latu lr di l dalam Pelratu lran Pe lmelri lntah 

Nomor 27 Tahu ln 1983 yang me lnyatakan bahwa pe lrkara konelksi ltas di ldasarkan pada pe lrulndang-

ulndangan yang be lrlakul di l masilngmasilng pelradi llan. Kasu ls prapelradi llan kasu ls Helli lkoptelr AW 

101, sellailn haki lm melnggu lnakan Pasal 42 se lbagai l dasar di ltolaknya pelrmohonan te lrkai lt 

kelti ldakabsahan pelneltapan te lrsangka, Ju lli landi l yang me lrulpakan salah satu l ti lm bi lro hulkulm KPK 

melnyatakan bahwa pelnanganan yang di llakulkan ole lh KPK dan Peljabat TNIL adalah pelnanganan 

yang di llakulkan selcara telrpilsah. Dalam hal i lni l, KPK melmbelri lkan belbelrapa pu ltulsan yang 

pelmelri lksaannya di llakulkan se lcara telrpilsah antara lai ln pultulsan dalam kasu ls celk pellawat delngan 

telrdakwa/ telrpildana atas nama Mi lranda Swaray Gu lltom, pultulsan dalam kasu ls Bakamla atas 

nama telrdakwa/telrpildana Mu lhammad Adami l Okta, pu ltulsan dalam kasu ls Bakamla atas nama 

telrdakwa/telrpildana Bri lgjeln (TNIL) Telddy Helrnayadi l, selrta pu ltulsan dalam kasu ls Bakamla atas 

nama telrdakwa/telrpildana Fahmi l Darmawansyah. Dalam pe lrkara konelksi ltas selri lng di llakulkan 

pelmelri lksaan telrpilsah (Splilt) dan ti ldak jarang bahwa pe lrkara konelksi ltas yang se lharulsnya 

pelnyi ldi lkannya di llaku lkan ole lh ti lm teltap di llakulkan ole lh pelnyi ldi lk yang bu lkan masu lk kate lgori l ti lm 

teltap (Rumate, 2023). Hal ilni l dapat melni lmbu llkan kelti ldakjellasan selbab dalam pe lratu lran pe lrkara 

konelksi ltas bai lk di l dalam KULHAP maulpuln di l dalam ULUL Pelradi llan Mi lli ltelr su ldah di ltelntu lkan 

melkani lsmel telrkai lt pelnanganan kone lksi ltas. Selbagai lmana Pasal 89 KULHAP dan Pasal 198 ULUL 

Pelradi llan Mi lli ltelr di latu lr apabi lla telrdapat pelrkara ti lndak pi ldana konelksi ltas maka di lpe lri lksa dan 

di ladi lli l olelh pelngadi llan dalam li lngkulp pe lradi llan u lmulm kelculali l ji lka me lnulrult kelpultulsan 

Melnhankam delngan pelrseltuljulan Melnkelh pelrkara i ltu l haruls di lpelri lksa dan di ladi lli l olelh pelngadi llan 

dalam li lngkulngan pelradi llan mi lli ltelr. 

Pelnyi ldi lkan pelrkara pi ldana di llaksanakan olelh su latu l ti lm teltap yang te lrdi lri l daril pelnyi ldi lk 

dalam li lngkulngan pelradi llan ulmulm dan pelradi llan mi lliltelr, selsulai l delngan we lwelnangnya 

masilngmasilng me lnulrult hu lkulm yang belrlakul. Dalam hal pelnyi ldi lkan pelrkara pi ldana kelmuldi lan 

ti lm telrselbult di lbelntu lk delngan su lrat kelpultulsan belrsama Melnhankam dan Melnkelh. Namu ln dalam 

pellaksanaannya ti ldak di llakulkan selsulai l delngan keltelntu lan te lrselbult, namu ln di llaksanakan olelh 

pelnyi ldi lk si lpi ll apabi lla pe llakul ti lndak pi ldana konelksi ltas daril masyarakat si lpi ll delngan hulkulm 

acara yang belrlakul di l li lngkulngan pelradi llan u lmu lm dan di llaksanakan olelh pelnyi ldi lk mi lli ltelr 

apabi lla pellakul ti lndak pi ldana konelksi ltas daril anggota mi lli ltelr delngan hu lkulm acara yang belrlaku l 

di l li lngkulngan pelradi llan mi lli ltelr tanpa di lbelntu lk ti lm teltap telrlelbi lh dahu llul. Delngan adanya 

komplelksi ltas pelrmasalahan dari l konelksi ltas melnjadi lkan pi lli lhan pelnyellelsai lan di lsellelsai lkan 

mellaluli l spli ltsi lng (pelmi lsahan) tanpa me lnggulnakan me lkani lsmel konelksi ltas. Karelna komplelksi ltas 

melkani lsmel konelksi ltas telrselbult dalam su latu l pelrkara ti lndak pi ldana yang di llakulkan belrsama-

sama olelh masyarakat si lpi ll dalam prosels pelnyelle lsai lannya telrdapat dula me lkani lsmel yai ltul pe lrkara 

konelksi ltas yang pelnyellelsai lan pelrkaranya selcara konelksi ltas yai ltul pellakul masyarakat si lpi ll dan 

pellakul anggota mi lli ltelr di laju lkan kelpada Mahkamah Mi lli ltelr ataul Pelngadi llan Nelgelri l. Seldangkan 

pelrkara kone lksi ltas yang pe lnyellelsai lan pelrkaranya te lrpilsah (spli ltsi lng) yai ltul pellakul masyarakat 

si lpi ll di lsellelsai lkan mellalu li l pelngadi llan nelgelri l dan pellakul anggota mi lli ltelr di lsellasai lkan mellalu li l 

Mahkamah Mi lli ltelr. Ti lm te ltap yang melmelri lksa pelrkara konelksi ltas telrdilri l atas u lnsulr pelradi llan 

ulmulm dan pelradi llan mi lli ltelr yang melmelri lksa pelrkara konelksi ltas dalam satu l li lngkulp pelradi llan 
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di lpelri lksa dalam li lngku lp pelradi llan u lmulm saja atau l di lpelri lksa dalam li lngkulp pelradi llan mi lli ltelr 

delngan kelpultulsan Melnhankam delngan pe lrseltulju lan Melnke lh. Dil mana dalam pe lnelntu lan 

pelradi llannya di ldasarkan pada ti lti lk belrat kelrulgi lan apakah pada ke lpelnti lngan u lmulm atau l 

kelpelnti lngan mi lli ltelr, pelmelri lksaan yang di llakulkan ole lh ti lm konelksi ltas dapat me lmbu lat su latu l 

pelrkara di lpelri lksa melnjadi l satu l rangkai lan pelmelri lksaan konelksi ltas yang u ltulh dalam hal 

pelmelri lksaan dan pelmbu lkti lan para pellakul, bai lk pellakul yang belrasal daril masyarakat si lpi ll 

maulpuln olelh anggota mi lli ltelr. 

 

KE LSILMPULLAN 

Ti lndak Pi ldana Koru lpsil yang di llakulkan ole lh Peljabat TNIL di lmaknai l se lbagail pe llanggaran telrhadap 

ULndang-ULndang Nomor 25 tahuln 2014 telntang Hulkulm Di lsilpliln Milliltelr dan pelme lnulhan ulnsulr tilndak pildana 

koru lpsil selbagai lmana yang di latulr dalam ULndangULndang Nomor 31 Tahuln 1999 se lbagailmana tellah dilulbah 

dan diltambah delngan ULndangULndang Nomor 20 Tahuln 2001 telntang Pelmbe lrantasan Tilndak Pildana Korulpsil. 

Ti lndak pildana korulpsil yang di llakulkan olelh Peljabat Telntara Nasilonal ILndonelsi la yang te lrmasu lk ke l 

dalam kri ltelrila belrdasarkan ULUL KPK Pasal 11, maka KPK be lrwelnang me llakulkan pe lnyi ldi lkan, hasill 

pe lme lri lksaan yang dillakulkan olelh dapat diljadilkan selbagai l dasar pelnyi ldi lkan olelh KPK dan ulntulk pe lnanganan 

tilndak pi ldana korulpsil yang dillaku lkan be lrsama-sama olelh orang tulndulk dalam lilngkulngan pe lradillan mi lliltelr 

dan pelradillan ulmulm, KPK dapat be lke lrjasama me llakulkan pe lnyi ldi lkan de lngan Polilsil Millilte lr/Odiltulr Millilte lr 

selrta belrwelnang me lnge lndalilkan pe lnyi ldilkan pe lrkara kone lksi ltas dan jilka ti ldak te lrkai lt konelksi ltas maka 

pe lnanganannya di llakulkan se lpelnu lhnya me lnulrult silstelm pe lradillan mi lliltelr. 

 

 

ULCAPAN TE LRILMAKASILH 

 Pelrtama-tama saya ulcapkan syulkulr kelpada Tulhan Yang Maha ELsa tellah melmbelri lkan rahmat 

dan barokahnya selhi lngga saya dapat melnulli ls pelnelli ltilan i lni l delngan pelnulh selmangat dan kellancaran. 

Yang keldula saya u lcapkan telri lmakasi lh kelpada doseln mata kulli lah meltode l pelni lli lti lan bapak Abshori ll 

Fi lthry, S.H., M.H. yang tellah melmbi lmbi lng, melnulntuln, dan melmbelri lkan kelselmpatan kelpada saya 

ulntulk melngi lkulti l Selmi lnar Nasi lonal i lni l selrta melnjadi l pelmbi lcara pada selmi lnar i lni l. Tak lulpa pulla 

saya ulcapkan telri lmakasi lh kelpada pelnye llelnggara Selmi lnar Nasi lonal Pelnelli lti lan dan Pe lngabdi lan 

kelpada Masyarakat 2 Tahu ln 2023 delngan telma “ILnovasi l Pelnelli lti lan dan Pelngbdi lan Kelpada 

Masyarakat Melnuljul ILndonelsi la ELmas 2045”  dan julga kelpada relkan-relkan selkali lan yang saya 

banggakan. 

  

DAFTAR PULSTAKA 

Ardiansyah, A. (2020). Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam 

Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Oleh 

Oknum Tentara Nasional Indonesia. Vii, 1–15. 

Bambang Tri Bawono, Sh, M., & Anis Mashdurohatun, Sh., M. H. (2011). Penegakan Hukum 

Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya 

Penanggulangannya. Phys. Rev. E, 108(2), 24. 

http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/377/4/Mu�oz_Zapata_Adriana_Pa

tricia_Art�culo_2011.pdf 

Dewi, V. O. (2023). Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Oleh Subjek Militer Saat Sedang 

Menduduki Jabatan Sipil. 1(4). 

Indonesia, P. (1981). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981. 

Kuhap, 871. 

Indonesia, P. (1997). UU NOMOR 31 TAHUN 1997 Tentang Peradilan Militer. Nucl. Phys., 13(1), 

1–122. 

Pakpahan, O. M. P., Elias, R. F., & Koesomo, A. T. (2021). Kewenangan KPK Dalam Penanganan 

134 



Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2 Tahun 2023 dengan tema 

"Inovasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Menuju Indonesia Emas 2045” 

Kasus Tipikor di Lingkungan TNI Menurut UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK. Lex 

Privatum, IX(8), 177. 

permenkes 9 tahun 2014. (2014). Putusan MK No. 21/PUU-XII/2024. 3(2), 1–46. 

http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127 

Rumate, P. V. O. (2023). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh 

Militer. Lex Administratum, 11(1), 1–10. 

 

  

135 


